BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 170 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID-19

UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo, serta
dengan memperhatikan kriteria zonasi pengendalian wilayah
hingga tingkat RT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019, maka dalam rangka tertib administrasi
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis
Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19
untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Sidoarjo; '

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit ~ Menular  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);



10.

11.

12.

13.

2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat pada Masa Transisi
Menuju Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif
di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 72);

* 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067

Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati
Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/241/
438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana
Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Sidoarjo;

3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa
Timur;

MEMUTUSKAN:

: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
di Kabupaten Sidoarjo.

Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat Berbasis = Mikro

sebagaimana dimaksud diktum kesatu, meliputi wilayah

sebagai berikut :

a. Kecamatan Sidoarjo, yakni di Desa Blurukidul dan Desa
Suko;

b. Kecamatan Waru, yakni di Desa Tropodo.

: Wilayah sebagaimana dimaksud diktum kedua, melakukan

pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat, untuk selanjutnya dilakukan isolasi
mandiri untuk kasus positif dan kontak erat dengan
pengawasan ketat.

Dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan evaluasi

pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

sebagaimana dimaksud diktum kesatu :

a. Kepala Desa membentuk Posko Penanganan Covid-19
Tingkat Desa,;

b. Camat membentuk Posko Kecamatan.
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Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan
Pembatasan  Kegiatan Masyarakat = Berbasis = Mikro,
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mulai berlaku pada
tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sidoarjo _
pada tanggal § Febryann 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

HUDIYONO



